
LEMBARAN DAERAH
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Nomor : 11 Tahun 1998 ; Serie : D NomT&

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 1998 (G4

TENTANG l

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEDALAMAN RENCANA DETAIL
- TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN GRABAG

TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA i

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang — : 2 bahwa perencanam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota

Kecamatan Grabag pada hakekatnya merupakan suatu upaya

untuk meraih suatu tujuan yaitu mewujudkan kebutuhan Tata

Ruang Fisik Kota Ibukota Kecamalan Grabag dalam

menampung tuntutan kebutuhan penduduk sesuai dengan lqu

pectumbuhan pembangunan :

b. bahwa Ibukota Kecamatan Grabag sebayai salah satu pusat

pertumbuhan Sub wilayah Pembangunan Daerah ? Tingkat 1I

Magelang Sub Wilnyuah Pembangunan Bagina Timur (Ilk

petlu ditata “dan diarahkan perkembanganyya serta

pz-ngwnnmwn»yn secara.optimal, I)ah it

rencana dap. progyam. tertptow

keadam kota l(emm‘vvm ynm bersili
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bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1t
Magelang yang mengatur tentang Rencana Umum Tata

Ruang Kota dengan Kedalaman Rentana Detail Tata Ruang

Kota [bukota Kecamatan Grabag Tahun 1995 sampai dengan

‘Tahun 2015 sebagai landasan bagi peraturan Tata Ruang Kota

Ibukota Kecamatan Grabag.

Hinder Ordonansi Stb. 226/1926 atau Undang Undang

Gangguan ;

Monumenten Ordenansi Stb. 2381931 mengena

Perlindungan Monumen-menumen Bersejarah ;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah :

Undang Undang Notner $ Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ,

Statvorming Orodonanti (SPO) Stb. 168/1948 teatang undang

Undang Pembentukan Kota ;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairac : .

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan :

Undang Undang Nomor 4 Talun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Fengelolaan Lingkungan Hidup :

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 teotang Penataan

Ruang :

Peraturan Pemeriotah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata

Pengaturan Air ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

Pevaturan Pemerintali Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang

Pekerjaan Umum kepada Daerah ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982

tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan di Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986

tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Wilayah

Indouesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahwm 1387

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

Keputusan Meoteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahua 1988

tentang Peturjuk Pelaksanaan Peraluran Meateri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kota;

Iostruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986

tentang Pelaksanann Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tabun 1986 tentang Penctapan Batas Wilayah Kota di

Seluruh Wilayah Indonesia ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988

tentang Penatasn Ruang Tecbuka Hijau & Wilayah Perkotanan:

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tiogkat | Jawa Tengah

Nomor 7. Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan

pemerintah Propinsi Daerah Tinygkat 1 Jawa Tengah dalan

Bidung Kepariwisatan kepada Deorah Tingkat 11 (Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Ticgkat 1 Jawa Tengah Tahun 1984

Nomior, 70) i
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21, Peraturan Dasrah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 1000 tentang Irigasi Propinsi Daerah Tingkat

1Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengab Tahun 1991 Nomor 10) ;

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Batas Wilayah Keta

Kecamatan Muntilan, Mertoyudan dan Grakag (Lembera

Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah Tahun 1983

Nemor ); '

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 2 Tabun 1992 tentang Pola Dasar Pembangunan

Daerah Tingkat [1 Magelang.

Dengan Persetujuan Dewabn Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerat Tingkar

1 Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT IIl MAGELANG TENTANG RENCANA LMUM

TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA

DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN

GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN 2015. .

BAB !

KETENTUAN UMUM

Pasul 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemetintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tioghat U Magoleng 5 i

Dipindai dengan CamScanner
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b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Riikyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat 1l Magelang :

«. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;

d. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adaish

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian

pembangunan antar sektor dalam rangkn pelaksanaan program-progran

pembangunan kota dalam jangka panjang ;

.e. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selujutnya disebut RDTRK adalah
Rencana Pemanfaatan Ruang Kola secara terinci yang disusua untuk penyiapan

perwujudan ruang kota dalam mogka pelaksanaan program-program

pembangunan kota ;

f. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan benhik den ukuran memurut

pengamatan tertentu ;

g. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarshkan pemanfastan rusognya

sesual dengan masing-masing jenis rencana kola ;

. Kota Grabag adalah Ibukota Kecamatan Grabng Kabupaten Daersh “Tingkat 1i
Magelang yang meliputi seluruh Desa Grabag ;

i. Ruang Kota adalah kesatuan peruntukan pendyediaan fasilitas jasa distribusi dan

lain-lain, untuk kepentingan pecencanaan fisik kota Grabag :

j. Unit Lingkungan adalah satuan pemukiman terkecil yang secara fisik merupakan

Q‘ hagian wnit perkotaan wilayah terbangun yang berperan dalam pengembangan

" kotanya;

k. Blok Peruntukan adalah bagian dari unit lingkungnan yang mempunyai peruntukan

pemanfaatan uang kota dibatasi oleh juringan pergerakan dan atau jaringan

utititas —

Pasal 2

(1) Rencana Umum Tala Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota [bukota

Kecamatan Grabag disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner



&2 =i

(2) Rencana Umnm Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata
Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dibagi dalam

tahapan 5 (lima) tahunan.

@) Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detsil Tata

Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag terbika untuk umum.

Pasal 3 .'

(1) Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat 1l Magelang dapat berperan aktif untuk
mengajukan saran untuk bahan peninjanan kembali dalam penyusunan

penyempuruam Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana

Detail Tata Ruang Kota Ihukota Kecamaran Grabag kepada Pemerintah Dasrah

dan / atau kepada Kantor Kecamatan Grabag.

,

(2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan behan

pertimbangan peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kofa dengan

Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota [bukota Kecamatan Grzbag. !

Pasal 4

(1) Repcana Umum Tala Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail

Ruzng Kota Ibukota kecamatan Grabag yang telah ditetapkan dapat ditinjse

kembali untuk disesuaikan dengan keadaan.

2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pusal ini (h‘hm‘
secara ber setiap 5 (lima) tahun sekali pada tahun pertama setelah tahanan

Pusal 5

(1) Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan Rencaoa Umum Tata Ruang Kota dengan
Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grahag

meliputi seluruh dosa Grabag seluas 462 264,

Dipindai dengan CamScanner
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Wilayah Perencanaan Rencana Ununi Tata Ruang Kota dengan kedalaman

Rencana Detail Tata Ruang Kot [bukota Keeamatan Grabag dibagi dalam 5

(lima) lingkungan kota sebagaimeana terlampir pada peta RK. 02.

BAB II

KEBUAKSANAAN DASAR RENCANA

Bagian Perfama

Tujuan Pembangunean dan Pengendalian

Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag

Pasal 6

Tujuan Pembengunan dan Pengendalian Tata Ruang Kota merupakan suatu

upaya untuk melihat ke masa depan dengan mempersiapican diri untuk

menghadapi persoalan-perscalan yang diperkirakan akan timbul di masa

mendstang. dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki, beik

potensi fisik, sosial maupun ekonomi.

Kecamatan Grabag sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan II

dibarapkan lebih memberikan jasa pelayanan baik di bidang pemerintahan,

sosial, maupun ekonomi.

Kecamatan Grabag sebagai salah satu pusat perturcbuban dan perkembangar

kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, maka [bukota Kecumatan

Grabag agar berbenah diri yaitu :

a Secara internal dapat menampung tunlutan kebutuhan penduduk dalam

pelayanan sosial dan ekonomi yang memadai sebagai konsekwensi dari

perkembangan penduduk.

b. Secara eksternal selalu meningkatkan hubunyan dengan kota-kota lain,

sebingga dapal memanfaatkan proses kegiatan keta-kota sekitarnya dan

wilayah sekilanya (belakangnya).

Pedoman rumusan tujuan pembangunnn Kota Grabag: dipertukan sebagai upaya

menyusun reocana pembangunan kota yang serasi, menyeluruh dan terpadu,

serta mampu Tiotuk dilaksanakun sesuai dengan tuntutan kebutuhan

perkembangan dan r«-rluqlh\lh:m kota,

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Kedua

Peranan dan Fungsi Kota Grabag

Pasal 7

Peranau Kota Grabag adalah sebagai berikut :

(¢}

@

Sebagal Ihukola Kecamati, artinya sebagai pusat pengembangan dalam suaty
sistem pengembangan wilayah Kecamatan dan sebugai pedoman
perkembangan kota, dengan pengendalian dan pelaksanaan pemb:

melalui pemanfaatan ruang kota untuk mermberikan kepastian hulnun

pemanfastan ruang kotanya.

Sebagai pusat perdagangan bagi skala lokal (Kota) dan transit perdagangan

dalam skala regional (SWP. III).

Pasal 8

Fungsi Kota Grabag yang akan dituju adalah :

O]

@

4)

®)

6)

@)

Sebayai pusat administrasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Grabag :

Selagai pusat pelayanan sosial, artinya Kola Grabag sebagai pusat pelayanan

kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, rekreasi, hiburan, jasa dun pelay an

utdlitis yang lain.

Sebagai pusal aglomerasi (pemusalan dan pengelompokan) pendudik -;n

pemukiman ,

Sebagai pusat Pelayanan ekonomi.

Sebagai simpul transportasi, artinya pembangunan transportasi sutar Keta

maupun Uansportasi regional,

SeLayai simpul jaringan kolektor dan distribusi wilayah sekitarnya,

Sebagai pusat penyembangan keseimbangan lingkungan hidup.

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian Ketiga

Strategi Dasar Pengembangan

Pasal 9

Strategi dasac pengembanggan kota Grabag dengan pendekatan keseimbangan

“Tata Ruang.

Strategi perencanaan - disusun berdasarkan pertimbangan pertimbangan
rasional, optimasi, sebagai alat kebijakeanzan,

Pnsal 10

Strategi jangka panjang, meliputi usaha pemenuhan tuntutan warga kota atzs

pelayanan sosial ekonomi serta tuntutan kualitas lingkungan yarg remadai

sckaligus dalam menunjang pemasaran dan perdagangan dari kouiediti wilayah

belakangnya.

Straregi jangka menengah duo pendek, roergarali pada pemenuhan pelayanan

penduduk yang sangai mendesak, yang perlu ditanggwangi secara cepat dan

tepat, sehingga akan menunjang terpeouhinya sasaran rencans jangia panjang

yeng digariskan. g

Bagian Keempat

Kebijaksanaan Kependudukan

Pasal 11

Arahan pengembaogan dan pengiendalian kepeadudukan yaitu pada tshap-tabap

awal — mempertahankan tingkal perkembangan — penduduh sebagai

kecenderungan yang ada, dan pada tahap lwjut wmeniegkatya dengan cara

menarik lebih banyak pendatang dari wilayah di luarnya, kemudian pada tahap

akhir setelah mencapai titik optimal menjaga kestatilan dan keseumbangan

jumilah penduduk.

Strategi yang diguuakan untuk menarik lebih tenyak pendatang sebegaimana

dimaksud ayat (1) Pesal ini adalah denyan memberikan rangsangan dan peluang

bagi terciptanya kegiatan yang dapat membuka lapangan kerja buru dengan

mengembanygkan kegiatao-kegiatan usaha yang menunjang sektor-sektor dalam

pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 12

Pengeturan penyebaran penduduk yeng tertinggi pada wilayah puset kota
(bagian tengah dan barat) dan secara Lergradasi makio menurun ke arah tinrar

dan selatan.

Pengaturan tingkal kepadatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pe

ini dipilahkan atas lfima tipe, yaitu :

Kepadatan penduduk tertioggi ebrkisar 60-80 jiwa / ba ; n
Kepadatan penduduk menengah berkisar 40-60 jiwa/ha :

Kepadatan penduduk menengah rendah berkisar 20-40 jiwa / ba :

Kepadatan penduduk tendah hingga sebetas 20 jiwa / ha2oye
Bagian Kelima

Kebijaksanaan Tata Ruang

Pasal 13

Pengertian kebijaksanaan tala ruang adalah kebijaksanaan pengembangan

ustuk menentukan arah perkembangan Kota Grabag beserta arahan Iekasi bagi

kegiatan-kegiatan penting yang direncanakan.

Ketijaksarnan pengembangan tala ruang Kota Grabag mengurah keoala

suuktur kota yang dituju dengan peogisian atas aree-area terbengunasa

mengikuti pola intensifikasi dan eksteosifikasi.

r
Pasal 14

Struktur kota yang dituju sebagaimana dimaksud Pasal 13 syst (20 deogn

ruwmsan sebagai berikut :

a Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan hocepatan temuta pang

rendah 40 (mpat puluh) ke / jam dan dengan lebar Dal fi 0

T dari 7 (ujuh) meter,

b Jalan Lokal Primer didessio berdasarkan Kecepatan rencana pati
20 (dua puluh) kn / jan dan denygan lehar badan jalan tidak &

Cenam) meter,

Dipindai dengan CamScanner
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e Jalm Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling

tendah 20 (dua puluh) km / jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang

7 (tujuh) meter,

d. Jalan linghungan yaitu jalan yang mengbubungkan blok-biok perumahan

dengan jalan lokal sekunder, Lebar jalan ini direncanakan 3-5 meter.

Rencana pengembangan Jaringan Jalan selengkapnya dapat dilihar p- *a Peta

Rencana Jaringan Jalan dengan kode nomer lebar RO7 sebagaimana wersebut

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keennm

Kebijaksanaan Pengembangan Fasilitas Kota

Pasal 15

Kehijaksanaan pengembangan fasilitas bagi kebutuhan Kotz Grabag dijabarkan

berdasarkan pada arahan pemanfaatan ruang kota, yang dimaksudkan untuk

memudahkan dalam pengaturan, pengawasan serta pelaksanaan pembangunan

kota.

Rencana guna lahan dan pemsnfaatan Ruang kota menggombarkan lokasi

kegiatan yang akan dikembangkan di kota Grabag sampai pada akhir tabun

Kegiatan primer, yukni kegialan yang merupakan fungsi primer kota dalam

pelayanan terbadap penduduk daerah sekitarnya atau penyangys.

Kegiatan sekunder yakni kegiatan yang merupaken fungsi sebunder kota

dalam pelayanan terhadap penduduk dalam keta.

Posal 16

Arahan pemanfaatan ruang kola Grabag secarn keseluruban dijaborkan dalam

dua araban penyebaran, yakni daerah yung dikembaugkan sebagal daerah yang

berciri wban dan daerah yang dikembangkan sebagai daecah yang lidak

sepenuhnya berdri urban.

Dipindai dengan CamScanner
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2) Rumusan rencana yang dikembangkan ayat (1) Pasal ini akan meninjau blok par

blok, kemudian pada setiap blok tersebut akan ditinjau area peruntukannya.

3) — Arahan pewmanfaatan ruang kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) ini, fasilitas-fasilitas kota yang akan dikembangkan di Kota Grabag

meliputi :

a Rencana pengembangan lingkungan perumahan ;

b. Rencana pengembangan fasilitas pelayanan kota.

(4) Kebijaksanaan pengembangan fasilitas di arahkan sesuai dengan bentuk dan n

fungsinya baik bagi skala koln, maupun bagi skala yaog letih luzs. -

Pasal 17

(1) Kebijaksanaan pengembangan lingkungan perumshan sehagaimana dimaksud,
Pasal 16 ayat (3) didasarken atas kebijaksanaan pengembangan kebutuhan

fasilitas perumahan bagi Kota Grabag yang memuogkinkan dijangkau sampai

pada akhir tabun perencanaan.

2) Kebijaksanaan pengembangan bagi fasilitas pelayanan kota sebagaimma

dimaksud Fasal 16 ayat (3) untuk memberikan araban bagi alokasi dan benruk

pengadaan dan pengembanganuya, besaran atau skala pelaymannyz, usche-

usaha pengendalian pengembangan fasilitas yang tidak terencana, seterkaitan

atau pengaruh dengan fungsi dan fasilitas pelayanan kota yang lain dan woaya

pengaturan keseimbangan lingkungan.

BAB JIl

RUMUSAN RANCANGAN FISIK DAN r

RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Rencana Pemanfoatan Ruang Kota

Pasal 18

(1) Pengertian pemanfaatan ruang kota ditinjan dari segi besaroya
suatu usaha untuk memberi kerangka Wilayeh Kota Kedalaman

peruntukan vang dimaksudkan ok memberikan kejelasan dan ke

dalam penF:dul , powp“dm‘dm pelaks Pembungungi)
vs . . 1Me

Dipindai dengan CamScanner
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2) Besaran kegiatan serta intensitas penggunaan lahan yang diperkenankan

berlangsung di lokasi yang bersangkutan.

@) Pemmfaatan ruang kota sebagaimana yang dimaksud syat (2) Pasal ini meliputi

kebutuhan fasilitas perumaban, pemerintahan smuwn, perdagangan, jasa,
pelayanan sosial, jalur hijau den ruang terbuka hijas, transportesi dem industri

Tumah tangga.

() Pemmfastan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini

direncanakan sebagaimana tergambar di dalam rencana pemanfantan ruang

@ duankaie RK.05.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Perwilayahan Kota

Pasal 19

(1) Pengertian perwilayahan kota adalah untuk membedakan Wiayah Kota atas

beberapa bagian yang mempunyai karakteristik pengerobangan terteatu.

€) Pensilayahan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri atas 5

(lima) lingkungan, yaitu Lingkungan I (daerah pusat kola) lingkungan II

(wilayah kota bagian utara), lingkungan IIl (wilayah kota bagian timur dan

selatan), lingungan [V (wilayah kota hagian selatan) dan lingkungan V (wilayah

kota bagian barat).

@) Kelima lingkungan kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri atas

126 Wok peruntukan.

(4) Batas-hatas perwilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pesal,

digambarkan seperti tercantum di dalam peta Rencana Peabagian Wilayah

Kola (RK1)2).

Pasal 20

Daya tampung wilayah dalam menerima boban hunim sebagaimana ditetapkan

perwilayahannya sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan tabua 2015 dacshkan

berjumlah + 13.426 jiwa.

N ‘e

Dipindai dengan CamScanner
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Bagian chuu
Recnna Intensitas Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 21

Pengertian intensitas pemanfaatan ruang kota Grabag sebagaimana dimaksug '
Pasal ini adalah pemakaian ruang kota dengan pengaturan tingkat kepadatan
secara horizontal serta tinghat ketingging bangunan secara vertikal pada setiap
blok peruntukan.

Pengeturan kepadatan bangunan sebagaimana dicoaksud ayat (1) Pasal ini akan
diatur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diring dalam tingkatan :
a Kepadatan tinggi, dengan KDB berkisar antara 60% - 8096

b.

c

Kepadatang Menengah, dengan KDB berkisar antara 20% - 50% ;
Kepadatan Rendah, dengan KDB di bawah 20%.

Pengaturan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
dijakukan melalui Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yaog dirind dalam
tingkatan :

a

b.

Ketinggian rendab, dengan maksimum terdiri 3 lantai, KLB = 2 x KDB,

dan tinggi puncak bangunan berkisar mlara 5 meter dari lantzi dasar.

Ketinggian sangat rendab, yang merupakan bangunan tidak bertingkat stau
bertingkal mmaksimum 2 lantai, KLB = 2 x KDB, dan tingg puncak
bangunan 11 meter dari dari lantai dasar.

Rurausan intensitas pemanfaatan ruang Kota Grabag adalsh :
a

b.

&

Kepadaian tinggi dan ketinggian rendah untuk fungsi komersial
perdagangan di pusat kota dan sekitarnya

Kepadaiang menengah dan kefinggian rendab untuk fungsi pelayanan

sosial di pusat kota dan sekitarnya ;

Kepadatan menengah dan ketinggian rendah utouk fungsi perumaban &

pusat kota ;

Kepadatan menengah dan ketinggion sangat rendah untuk fungsi

perumahan di sekitar pusat kola ;

Kepadatan menengah dan ketingging sangat rendah untuk fungsicnal

komersial, sosial dan peruronbin di daerah pinggiron ;

Kepadatan sangat rendah dan ketinggian sangat rendah unn

dengan karakteristik pengembangan dengan dominasi runng

pertanian,

. 5 .
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Kepadatan dan ketinggian tangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini

dignmbarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.14 dan RK.15.

Pasal 22

Pengembangan lingkungan perumaban mengarah pada peftyiapan tanah-tanahf

perumahan untuk menampung kebutuhan akan perwnahan bagi warga kota dan

pendatang dalamf bentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan perumahan campuran

sampai dengan Tahun 2015 dengan memperbatikan kebijaksanaan

pembangunan secara menyeluruh.

Pengembangan pusat kegiatan kota merupakan arahan sekaligus pengendalian

bagi pengembangan kegiatan-kegialan yang merjadi sentral di keyiatan kota.0

Pengembangan sistem transportasi dilakukan sebegai antisipasi al2s

pertumbuhan aktifitas pergerakan regional serta di dalam kot itu sendiri.

Pasal 23

Bentuk pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat m

Peraturan Daerah ini adalah peningkaian tipe wisma kecil dan tipe wisma

sedang yang dinungkinkan untuk dilalukan di dalam lingkungan perumaban

yang sudah ada.

Peningkatan tiype wisma kecil / sedang dialokasikan pada tepi jalan lingkungan

atau jalan tingkat lokal sekunder ke bawah.

Peningkatan tipe wisma besar dialokasikan pada tepi-tepi jalan lokal sekunder

ke atas yaitu di blok 3.12 dan blok 5.14.

Rencana perpetakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayet () da &)
dalam pasal ini digambarkan seperti tercantum dalam Lampiren peta RK.16.

Pasal 24

Benuik pengembangan ekstensifikasi sebagaimana Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Daerah ini merupakan bentuk pengembangan untuk Kogkungun perumahan

baru yang memanfaatkan tanah-tanah kosong maupun alih guna tanah-tanah
pertanian.
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ketetapan — pengembangan sebogaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

diklasifikasikan tiga stmmdar kapling setara dengan bentuk pengembangan

intensifikasi wisma besar, wisma sedeng dan kecil sebayaimana dimaksud

Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

.

Pelaksanam Pengembangan ekstensifikani sebeyaimana tersebat ayat (1) dan

ayat (2), berdasarkan pada kecenderungan pertuminihan dan pilai prods fan

lahan.

Pasal 25

Pengembangan Kogkungan perumahan campuran sebagaimana dimaksud pasd

22 ayat (1) merupakan bentuk lingkungan perumahan yang dfkembanckan

dengan jeoisjenis kegiatan lain,

Bentuk pengembangan Jingkungan perumahan campuran sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

a Tipe I yang dikembangkan pada sepanjang jalan kelas kolektor, dengan

aturan perbandingan mininal luas lantai sebesar 50% untuk perumahan

dan maksimal 50% untuk usaha.

b. Tipe [l yang dikembangkan pada sepanjang jalan kelas lokal devgm ataran

perbandingan luas lanfai sebesar minimal 70% untuk perumahan dan

maksimal 50% untuk kegiatan usaha.

Pasal 26

Pengentangan pusal Keyiatan Kota Gribey sebayaimana dimaksud Pusal 22

ayat 2) Peraturan Daerah ini menygatur pengembangan ruang dhagl pelay anan

administyasi, pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi berskala keta lan

wilayah.

Bentuk pengembangan pusat kegialun kota sebayaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini berturopu pada jaluc-jalur primer dan kolektor sekunder,

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 27

(1) Bentuk pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (3) peraturan Uaetah ini mencakup pengaturan sistem jaringan jalan,
pola sirkulasi kendaraan umum dim pengaturan prasarana transportasi.

@ ...mal sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
meliputi penentuan jaringan jalan fungsi kolektor primer, lokal primer,

kolektor sekunder, dan lokal sekunder.

“3) Pengaturan sistem jaringan jalan dilakukan dalam batas-batzs Daerah Milik "
Jalan (Damija), Daerah Manfaat Jalan (Damaja), dan Daerah Pengawasan jalan

(Dawasja) berupa pelebaran dan peningkatan jalan yang sudah ada, serta

membuka falan baru.

(4) Pelebaran dan peningkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal ini akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(%) Rencana pengatucan jaringan jalan sebagaitoana dimatsud dalan ayat (2) Pasal

ini digarabarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.O7.

Pasal 28

(1) Pengaturan pola sirkulasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan

Daersh ini meliputi penyiapan jalur-j Jalur y:lan yang dilayani arus lalu lintas

angkvtan umum dan barang.

2) Angkutan umum yang mempnnyai trayek dari / ke / lewat Kota Grabag akan

G diatur lebih lanjul sesuai peraturan yang berlaku dan diintegrasitan dengan

sistem angkutan umum Kabupateo.

G) Rencana Sistem Jaringan Pergerakan atanf pengaturan pola sickulasi

sehagaimana dimaksnd dalam ayat (1) Pasal ind, digambarkan seperti tercantum

dalam Lampiran Petak RK.08,

Pasal 29

(1) Pengaturan prasarayia trangpoctasi sebagnimana dineksud Pasal 28 ayat (1)

Peraturan Daerah ini (eliputi penunganan sistim perparkirna serta pengadaan

pemberhentian ancluton Jom.
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(2) Setiap fungsi kegiatan yang potensial membutuhkan pelayanan parkir, wajib

menyediakan ruang parkirnya sendiri,

@) Pengadam pemberbentian angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini berupa perabuatan halte pada pusat-pusat kegiatan kota.

Bagian Kelima

Rencana Pelayanan Fasilitas dan Utilitas

Pasal 30

(1) Di Kota Grabag dikembangkan fasilitas pelayanan lingkungan berupa

pendidikan, kesehatan, peribadalan, rekreasi, dan perbelanjaan.

2) Penyediam fasilitas pelayanan didasarkan pada aspek-aspek per wilayahan,

arshan struktur kegiatan, tingkat perkembangan penduduk vang

membutuhkan, serta standar pelayanan fasilitas yang berlaku.

6) Fasilitas yang masih sesuai dengan dasar tersebut ayat (2) Pasal ini tetap

dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut untuk meningkatkan

daya manfaat tanah secara optimal.

Pasal 31

(1) DiKota Grabag dikembangkan sistem utilitas kota yang terdiri atas jaringan ari

bersih drainase dan irigasi, sampah, jaringan listrik dan telepon.

2) Penyediaan utilitas kota didasarkan pada aspek-aspek tuntutan kebutuhan

penduduk, keschatan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

@) Bentuk pengembangan sistem utilitas sebagaimana dimaksud ayat 1) ini
digmubarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.09, RK

RK.12, RK.13.
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Bagian Keenam

Rumusan Pokok Pelaksanaan Rencana

Pasal 32

. () Pelaksmann rencana di lakukan dengan pembangunan Kota Grabag secara
bertahap dan sesuai dengan pentahapan Pelita Daerah.

. @ Arahan pentahapan dititikberatkan pada bidang fisik tata ruang dengan

g @ stimwasi jaringan jalan.

(3) Tahapan pengembangan ruang ko;a sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
digambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta RK.18, RK.19, RK20,

RK.21. RK 22, RK.23, RK24, RK.25, RK 26 dan RK.27.

Pasal 33

Dana pembiayazn pembangunan Kota Grabag dapat diperoleh dari Pemerintah

y Atasan, pemerintzh daersh, swadaya masyarakat, maupun sumber-sumber lain yang

sah.

BAB. IV

WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA

Pnsal 34

.' Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang ntuk mengambil langkah-
langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umuni Tata Ruang Kota-

dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grahag

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

@) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang "
Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail ‘Tata Ruang Kota Ibukota Kecunatan .

Grabag, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pchkm (h:

pengawasan pemhmgmlm sesuai dengan hidangnya.
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BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 35

() Barang siapa dengan sengaja alaupun karena kelalaiannya melangyar

ketentuan Rencana Umurn Tata Ruang: Kota dengan kedalaman Rencana Detail

Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Grabag ini, diancam pidana kurungan

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah).

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud aya (1) pasal ini adalah tindak pidana

pelanggaran.

Pasal 36

Selain Pejabat Penyidik Umum, yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan

atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daey ait ini dga

juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinrah

Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelalisanaannya sesusi dewgan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalan melaksanakan tugns penyidikan, para Penyidik Feguwai Neged Sipil

sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 36 Feraturan Daerah ini berwenang :

e Meneriron laporan atau pegnaduin dari secrang tentang adanya tindak pidana :

d. Melakukan tindakan pertama pada snat itu di tewpat kejadian dan melakukan

pemerikeaan ,

e. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pfl:«afl‘gfi

tersaogka ;

f. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ,
g Mengambil sidik jari dan memotrel seorang.

h. Memanggil crang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau ...

i. Mendalangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara :
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a Mengadakan peoghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberikan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

b. Mengadakan tindakan laju menurut Imkum yang dapat dipertanggung

jawabkan. .

BAB VI

c KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Peraturan Dacrah ini dirinci lebih Jaojut berupa uraim dalam bentuk Komplikasi Data,
Rencana Umum Tata Ruang dengan Kedalaman Rerma Detall Tata

Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag serta Album Peta yang imerupakan bagian
yang tak terpisahkan.

Pasal 39

Peraturan Dacrah ini dilampiri Peta ;

RK.01 Rencana Strukiur Kota yang difuju.

Kl\ 02 Rencana Pembagian Wilayah Kota.

Rencana Kepadatan Penduduk.

Renczna Pemanfaatan Ruang.

Rencana Pelayanan Kegiatan Kota.

Rencana Jaringan jalan.

Rencana Sisten Jaringan Pergerakan.

Rencana Jaringan Air Bersib.

Rencana Jaringan Air Hujan (Drainase).

Rencana Sistenn Jaringan Listrik,

Rencana Sistein Jaringan Telepon.

Rencana Pembuangan Sampah.

Rencana Kepadatan Bangunan,

Rencana Ketinggion Bangunan,

Rencana Perpetakan Bangunan.

Rencana Garis Sempadan, ..

Rencana Penanganan Bangunan,

Indikasi Program Pelaksanam Pembangunan Tnhup }
Indikasi Prograto Pelaksanaan Pembangin Tnbap (1

1

R B28
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RK.21 Indikasi Program Pelaksanaan Pembangunan Tahap III

RK.22 Indikasi Program Pelaksanam Pembangunan Tahap IV

BAB VIl

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka semua ketentuan yang benenLCan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengeca

pelaksanaannya akan ditetapkin kemudian sesuai dengan Peraturan yang Lerlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar supaya setiap crang dmpat mengetabuinya, diperimahkan peegundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerah lxalvu'_)n
Daerah Tingkat II Magelang.

Difetapkan i Kota Mungkid

Padatanggal 29 Mei 1995

DPRD) BUPATI KEPALA DAERAH TIN(“KAT[]

KABUAPTEN DATI II MAGELANG MAGELANG

KETUA i

TTD TTD i
SUGIHARD)O KARDI X
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DISAHKAN
Dengan Keputusan Guibernur Kepala Daerah Tinghat I Jawa Tengah

Nomor : 188.3/250/1998 tanggal 13 Nopember 1508

An. Sekrelaris Wilayah /Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Ttd

TARTOPO SUNARTOSH
Penata Tingkat 1

NIP.500 048 825

Di Undangkan dalam Lembaran Dacrah

Kabupaten Daerah Tiogkat 1I Magelang

Nomor 11 Tahun 1998, Tanggal 19 Nopember 1998
Serie D ; Nomor 8

Ymt Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. H. SOL.ECHAN AS
Pembina Tingkat [

NIP. 500 034 460
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN

KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA

KECAMATAN GRABAG TAHUN 1995 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 )

(. PENJELASAN UMUM.

21. Pengerlian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata

Rumyg Kota.

Rencana Umurm Tata Ruang Kota (RUTRK) lebih bersifat struktural dan

konseptual, sedang Rencana Detail ‘Tata Ruang Kota (RDTRX) untuk

memberikan arahan dan pengarahan perkembangan dan pertumbuhan

kota. Rencana Umwn Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencma

Detail Tata Ruang Kota adalah rencana peroanfaatan rumg kota yang

disusun untuk menjaga keserasian pembangunan aatar sektor dalam

rangka pengendalian program-program pembangunan keta dalam jangka

panjang. Rencana lersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanasn

pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencma

sislem jaringan utilitas, cencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian

bengunan, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan pelaksimasn

pembangunan, dan mendasarkan pada indikasi unit pelayanan kota. 0

Rencana Umum Tala Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail

Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Grabag mevupakan wadah yang
mengkoordinasikan kegiatan Kota Grabug, Oleb sebab itu hlanma

sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua piliak,

baik peroerintah maupun masyarakat, Untuk itu sebelum penetapan

hukura diberikan, rencana tersebut harus sudah disetujui melalui

Tionsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat

1, Pemeriatah Daerah Tingkat II dan masyaraka kota yang bersangkutan

tentang bentuk, arahan, strategi dmm prioritas pembangunan dan

pengembangan kota.
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Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 teatang Pedoman Penyusunan

Rencana Kota yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan

Meateri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 19888 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta Petunjuk

Pelaksanaan Teknis Penyusunan Rencana Kota di Daerah (Ditjen

Bangda, Juni 1990)

Pengertian Rencana Tata Ruang Kola Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan usaha

mewujudkan peran kota dalam menanipung perkembangan bertagai

kegiatan di dalamnya yang memiliki prilaku berbeda sesuai dengan

karakternya, sehingga kegiatan tersebut dapal berlangsung selaras,

serasi dan seimbang menuju suasma yang aman, tertib, Jancar dan sebat.

Pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan

secara teknis dan non teknis, yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah yang inerupakan kebijaksansan pemanfaatan ruang

dan menjadi pedomac. pengarshan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan,

Ihukota Kecamatan adalah ibukota dari kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Daerah yaitu Fusat pemerintahan di daerah yaitu

pusat pemerintaban dari Kecamatan yang bersangkutan.

Rencana Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan merupakan pevjabaran

lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah khususuya dalam hal

pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan iui

merupakan ren 1 tala ruang kota yang wendasai stracegi

pembangunan fisik kola sesuai jenis rencana fkota yang berlaku. Adapun

tingkatan rencananya adalab Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan

Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota,

Rencana Tata Ruang Kota ibukota Kecamatan ini diharapkan bersifat

pactisipatif dalam arti membuka kesompatun bagi perath swesta,

masyacakal, dinamis dna fleksibel sorta anisipatif terhadap keneksibel
terhadap kemajuan-kemajuan teknolo i dan juga manusiavi, .

Dipindai dengan CamScanner



-26-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 — Cukup jelas.

Pasal2 ayatil) : — Cukupjelas.

Pasal2 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal3 ayat(l) : Cukupjelas. ‘\

Pasal3 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasald ayat(l) : Cukupjelas.

Pasal4 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal 3 ayal(l) : Cukupjelas.

Pasal5 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal5 ayat(l) : Cuknpjelas.

Pasal 8 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasald ayat(3) : Cukupjelas.

Pasal 5 ayat(4) : Cukupjelas.

Pasal 7 : Cukupjelas.

Pasal 8 : Cukupjelas.

Pasal9 ayat(l) : Cukupjelas.
Pasal 9 ayal(2) : Cukupjelas.

Pasal 10 ayal(l) : Cukupjelas.
Pasal 10 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukupjelas, 2

Pasal 1l ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal 12 ayat(l) : Cukupjelas.

Pasal 12 ayat(2) : Cukupjelas.
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Pasal 13

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18

Pasal 18

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 21

ayat (1)
ayat (2)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

ayat.(4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)
ayat (4)

ayat (1)

ayat (2)

ayat (1)
ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

ayal (1)

ayat (2)
ayat (3)

ayat. (4)

ayat (1)

ayal (2)

-27-

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.
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Yang dimaksud Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu perbandingan
antara luas dasar bangunan (luas Jahan yang tertutup bangunan) dalam

tiap blok peruntukan terhadap luas blok peruntukan yang bersangkutan,

yang dinyatakan dengian angka persenlase.

Pasal 21 ayat (3)

Yang dimaksud Koefisien Lantai Bangiman (KLB) yaitu perbandingan

antara luas lantai bangunan. dalam tiap blok peruntukan terhadap luas

blok peruntukan yang bersangkutan, yang dinyatakan dengan angka

desimal.

Pasal 21

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 23

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 24

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 26

Pasal 27

ayal (1)

ayat (5)

ayal (1)

ayal (2)

ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukupjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud Tipe I adalah setara Wisma Besar dengan luas kapling &

atas 650 M2. Sedangkan Tipe IT adalah Wisma Sedang dengan luas kapling 451

M2 sampai dengian 550 M2. Tipe III adalah wisma kecil dengan Inas kapling &

bawah 450 M2.

ayal (3)

2yal (4)

ayat (1)

ayal. (2)

ayat (3)

ayal (2)

ayal (1)

ayal (2)

ayal (1)

Cukupjelas.

Cukup jelas.

Cuknp jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 27 ayat (2)

R Be

Pengertian jaringan jalan primer, jacingan jalan sekunder, jalan arteri,
jalan kolektoe, maupun jalan lokal adalah sebagaimana ditentukan dalam

Undang Undang Nomor 13 "Tahun 1980 tentang Jalan.

Pasal 27 ayat (3)
Pengertian dan cakupan lahan mengenai Daeral Manfaat jalan (Damaja),

Daerah Milik jalan (Damije), dan Daerah Pengewasan Jdan (Dawasia)

adalah sebagaimana dicoaksud pada Undaog Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

Pasal 27 ayat ()
Pelebaran dan peningkatan kondisi mengenai Uzmaja, Damija, dan
Dawasja berarti pelebaran dan peningkatan kondisi yang meliputi badan
jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman, sejalur tanah tertents di luar

TDiamaja, serta sejalur tangh tertentn di luar Damija yang ada di bawah
pengawasan pembina jalan.

Pasal 27 ayat(3) Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) Cukup jelas.

Pasai28 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) Cukup jelas.

Pasal29 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 29 ayal(3) Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) Cuikup jelas,

Pasal 20 ayat 2) Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 21 ayul (2) Cukup jelas.

Pasal 31 ayal 3) Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) Cukup jelas.
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Pasal 32 ayat (1)

Penrahapan pembangunan kota adalah suatu cara untuk menunjang

keberhasilan yang optimal dalaca mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan kota yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

"Tahap pertama : Tahun 1994/1995 - 1998/1699

"Tahap kedua : Tahun 1999/2000 - 2003/2004

"Tahap ketiga : Tahun 2004/2005 - 2008/2009

Tahap keeinpat — :Tahun 2009/2010 - 2013/2014 &

Pasal 3l ayat (2)

Yang dimaksud dengan arahan pentahapan dan pelaksangan /

pengelolaan pembangunan titik beratnya di hidang fisik adalah program

persiapan pembangunan baru, peningkatan perbaikan, pemeliharaan dan

pemugaran.

Arahan-arahan prograro tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

b. Persiapan pembangunan baru, yaitu mempersiapkan lahan dan

berbagai perlengkapannya, serta melakukan study kelayakan

tentang program pembangunan baru yang akan diterapkan.

«. Pembangunan baru, yaitu pengadaan fasilitas / bangunan baru sesuai

dengan kebutuhan perencanaan alau wotuk kebutuhan-kebutuhan

khusus.

d. Peningkatan, biasa dikenal sebagai rehahilitasi, yaitu upaya

meningkatkan kualitas fasilitas / bangunan, supaya dapat berfungsi

seperti yang direncanakan atau lebih meningkat lagi (kualitas aa

daya tampungny).

e. Perbaikan, yaitu kegiatan penanganan lingkungan dan bangunan /

fasilitas yang telah mengalami kerusakan baik oleh alam, umum

banguuan, dan oleh aktifitas manusia.

f. Pemeliharaan, yaitu kegialan rutin untuk menjaga supaya fosilitas /

tangunan hasil kerja tahun-tahun sebelumnya tetap dapat berfungsi

dengan baik dan mengupayakan supaya umur bangunan {fungsi
maupiin ekonomi) minimal sesuai dengan perencanam.
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a. Pemugaran, yaitu suatu tindakan penanganan lingkungan dan

bangunan dalam usaha mengembalikan fungsi, arti-dan sistem nilai

yang tetkandung di dalamnya.

Pasal 32 ayat(3) : Cukupjelas.

Pasal 33 : Cukup jelas,

Pasal 34 ayat(l) : Cukupjelas.

Pasal34 ayat(2) : Cukup jelas.

Pasal35 ayat(l) : Cukupjelas.

Pasal 35 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal 36 .+ Cukupjelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 ayai(1) : Cukupijelas.

Pasal 40 ayat(2) : Cukupjelas.

Pasal 41 : Cukupjelas.
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